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Gerakan revolusioner Aceh dalam aksi Gerkan Aceh Merdeka (GAM) membuat Aceh 
mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat dalam mengatur kelembagaannya. 
Pemerintah Daerah Aceh yang memperoleh otonomi khusus memliki kesamaan kasus dengan apa 
yang terjadi di Catalonia, Spanyol. Dua wilayah berbeda ini memiliki dua karakteristik serupa. 
Pertama, keduanya diakui oleh pemerintah pusat otonom secara luas dibandingkan dengan 
provinsi lain, dan kedua daerah tersebut memiliki masalah yang sama berkaitan dengan keberadaan 
kelompok revolusioner membuat upaya kuat untuk menarik diri dari pemerintah pusat mereka, 
yang terjadi Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh HasanTiro, yang menandatangani 
perjanjian damai di 2005 di Helsinki (Mukti, dkk., 2019). Paradiplomacy bisa menjadi alat 
multifungsi wilayah  yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi demi mencapai 
kepentingan lain, seperti masalah identitas, yang mengarah pada perolehan pengakuan sebagai 
komunitas atau bangsa yang berbeda (Lecours, 2008). 

Dalam tulisan David Criekemans paradiplomasi bisa bersifat kooperatif dan konfliktual.  Sejalan 
hal itu dijelaskan dalam Mukti (2013) terdapat empat pandangan terjadinya konflik atau kooperatif 
antara hubungan pusat dan daerah dalam urusan luar negeri, yakni (1) perbedaan paham politik; 
(2) adanya aktivitas penggerak nasionalis; (3) pemerintah regional memiliki kekuatan ekonomin 
yang lebih tinggi dari pemerintah pusat sehingga eksistensinya lebih berani; (4) keberadaan 
institusi formal yang melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi.  

Proses Pembentukan Paradiplomasi Aceh 

Dalam pemerintahan daerah Aceh yang dipimpin oleh mantan aktivis politik lokal dalam konteks 
otoritas paradiplomasi, menurut David Criekemans, sengketa kewenangan terjadi, pertama, ada 
politik-kesenjangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dikonteks Aceh, 
pemerintahan daerah didominasi oleh idologi islam, sedangkan RI didominasi oleh politik sekuler. 
Kedua, adanya Aktivis radikal di daerah cenderung menciptakan konflik dengan pemerintah pusat. 
bidang hubungan luar negeri; dalam konteks Aceh, aktivis GAM. Ketiga, pemerintah daerah yang 
memiliki potensi ekonomi tinggi akan cenderung mengambil risiko konflik dengan pemerintah 
pusat; Aceh kaya akan sumber daya alam. Terakhir, adanya lembaga formal yang melaksanakan 
koordinasi fungsi konsultasi dan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk urusan luar 
negeri akan menentukan hubungan yang saling bertentangan atau koordinatif, dalam kasus ini, 
keberadaan lembaga semacam itu memiliki peran yang sangat lemah dalam koordinasi 



 

 

kepentingan Aceh dengan Jakarta, sehingga mudah untuk timbul konflik diantara Aceh dan 
pemerintah pusat (Mukti, dkk., 2019).  

Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki 2005, sering disebut sebagai Perjanjian Helsinki, 
memberikan kewenangan kepada rakyat Aceh untuk mengelola pemerintah mereka sendiri 
('Mengatur Aceh'). Kekuatan yang luas mencakup berbagai urusan,  termasuk ekonomi lokal, 
kemasyarakatan, politik, hukum, budaya, pertambangan dan perdagangan. Pemerintah Aceh diberi 
kewenangan untuk membentuknya kerja sama luar negeri dalam bingkai pemerintahan nasional 
Indonesia. Kewenangan yang besar bagi pemerintah Aceh ini adalah pelaksanaannya prinsip 
otonomi asimetris di Indonesia. Sebelum Helsinki disetujui, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Namun konstitusi ini 
gagal memenuhi aspirasi masyarakat Aceh secara keseluruhan dan tidak dapat terlaksana dengan 
baik (Mukti, dkk., 2019).  

 
Prinsip-prinsip dalam 'Pemerintahan Aceh' sebagaimana disebutkan dalam MOU Helsinki 
disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai peraturan nasional, Kontrak Lembaga Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan ini menjelaskan prinsip dalam MOU Helsinki 
secara rinci, termasuk kewenangan untuk terlibat dalam kerjasama luar negeri atau paradiplomasi 
dalam bingkai NKRI. Perubahan institusionalisasi dalam otoritas paradiplomasi terjadi secara 
drastis perubahan setelah DPRA Aceh meratifikasi perda-Surat (Qonun) Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Lembaga Perwakilan Nanggroe Aceh. Qanun dinyatakan dalam pasal 29 bahwa 
Perwakilan Nanggroe Aceh memiliki otoritas untuk: 

 
(g) mengelola aset Aceh di dalam dan di luar daerah (di luar provinsi atau negara); 

(h) bekerja sama dengan berbagai pihak di luar atau di luar negara di tingkat operasi Aceh; 

(j) melindungi perdamaian di Aceh dan terlibat aktif dalam proses perdamaian dunia  (Mukti, dkk., 
2019).  

Dengan adanya perda ini maka kewenangan paradiplomasi di Aceh telah terjadi perubahan 
mendasar, yaitu perluasan kewenangan yang melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 dan memberikan fungsi baru. Simbolis budaya asal dari Wali Nanggroe, atau kepala 
negara. Untuk memiliki kekuatan aktual dibidang paradiplomasi langsung dibawah Lembaga Wali 
Nangroe (Lembaga Wali Nanggroe/LWN), Dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, 
kewenangan paradiplomatik dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah kendali Presiden Republik 
Indonesia. Namun, dengan peraturan daerah yang baru, Wali Nanggroe mengambil semua 
kekuatan itu  (Mukti, dkk., 2019).  



 

 

Gambar 1. Paradiplomacy institution in Aceh special province 

 

(Sumber :  Resumé from Aceh Regulation (Qonun) dalam Mukti, dkk., 2019).  

Implememtasi Kerjasama dalam Paradiplimasi Aceh 

Dalam tulisan Novialdi dan Rassanjani (2020) Optimizing the Ability of Aceh Province in 
Paradiplomacy Practice, terdapat tiga praktik pemanfaatan instrumen paradiplomasi Aceh yakni, 
ahli mitigasi bencana (terjadinya bencana tsunami Aceh), pemamfaatan citra refolusi konflik 
(dalam gerakan separatis GAM), Pemanfaatan citra sebagai produsen kopi terbaik dunia. 

Instrumen paradiplomasi dalam Mitigasi Bencana  

Tokoh yang mendukung pengembangan ide, berasal Ilan Kelman (2011) berkontribusi dalam 
bentuk laporan dan artikel tentang diplomasi bencana, semuanya berpuncak pada publikasi tahun 
2012 pada bencana diplomasi, Bencana Diplomasi 'Bagaimana bencana mempengaruhi 
perdamaian dan konflik'. 

Kelman (2016) mengemukakan diplomasi bencana bisa berhasil ketika mereka yang berkuasa 
memutuskan bahwa mereka ingin sukses dan kemudian menggunakan milik mereka kekuatan 
untuk tujuan itu. Di Aceh Provinsi, ada berbagai macam fasilitas penunjang bencana mitigasi, 
terutama dari tsunami bencana. Fasilitas yang dimaksudkan seperti sirene tsunami, jalur evakuasi, 



 

 

melarikan diri dari gedung, dan Tsunami dan Pusat Penelitian Mitigasi Bencana (TDMRC) di 
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Dengan mitigasi bencana ini kemampuan, itu bisa menjadi 
modal Provinsi Aceh semakin meningkat kerjasama di bidang mengatasi bencana tsunami. 
Provinsi Aceh (melalui Pemerintah Banda Aceh) telah menjalin kerjasama dengan Jepang di 
bidang mitigasi bencana (Junaidi, 2018). Tim CoMu Project sendiri merupakan program kerja 
sama antara Kota Banda Aceh dan Kota Higashi Matsushima dalam bidang rekonstruksi pasca 
Tsunami (bandaacehkota.go.id, 2017). 

Pemanfaatan Revolusi Konflik 

Berdasarkan diskusi yang Drs. Nurdin Abdurrahman, MA, menjadi negosiator GAM selama 
negosiasi damai dengan Indonesia di Helsinki, Finlandia. Dia menjelaskan bahwa dia telah diminta 
sebagai ahli untuk menyelesaikannya konflik yang terjadi di Mindanao, Filipina. Konflik di 
Mondanao hampir mirip dengan Aceh yang melibatkan pusat pemerintah dan provinsi. Hal ini 
menunjukkan bahwa Provinsi Aceh dapat dimanfaatkan sebagai referensi sebagai contoh konflik 
resolusi, terutama yang terkait dengan konflik separatis. Dengan demikian kemampuan ini dapat 
digunakan sebagai instrumen paradiplomasi (sebagai Soft Power Diplomacy Provinsi Aceh) oleh 
Pemerintah Provinsi Aceh, untuk membangun hubungan diplomatik dengan provinsi lain di luar 
negeri, khususnya provinsi yang memiliki konflik yang sama (Novialdi & Rassanjani, 2020). 

Dalam konteks Pemerintahan Aceh, melaksanakan kewenangan dibidang paradipomasi dengan 
instrumen soft power diplomasi, Warsito & Kartikasari (2007) menyatakan bahwa berdasarkan 
hukum, dan dalam konteks diplomasi damai, berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah seperti pameran, perlombaan, pertukaran misi, negosiasi dan konferensi. 
Sedangkan melalui pariwisata, olah raga, pendidikan, perdagangan, dan kesenian. Keuntungan dari 
soft power diplomasi adalah rendahnya tingkat resistensi dari komunitas lain yang berbeda budaya 
sehingga mampu tersampaikan pesan ke negara lain secara damai dan efektif. Pemerintah daerah 
juga bisa mengambil langkah-langkah berikut metode, (1) pendirian kantor permanen di negara 
lain, terutama dipusat perdagangan dan keuangan dunia; (2) pertukaran kunjungan pejabat 
pemerintah daerah disatu negara dengan pejabat pemerintah daerah di negara lain negara; (3) 
pengiriman misi teknis, promosi perdagangan dan investasi; (4) pembentukan zona perdagangan 
luar negeri sebagai dilakukan oleh 30 negara bagian di AS dan (5) upaya lain untuk berpartisipasi 
dalam organisasi internasional atau konferensi. Sebagai contoh partisipasi Quebec dalam delegasi 
Kanada di Francophone Summit dan partisipasi Pemerintah Tyrol dalam delegasi Austria pada 
konferensi PBB di wilayah Tyrol Selatan. 

Pamanfaatan Citra sebagai Produsen Kopi terbaik  

Secara khusus, Aceh memiliki hak istimewa menjadi wilayah dengan komoditas kopi berkualitas 
di mata di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Coffee Organization (2019), 
Indonesia diperingkat sebagai penghasil kopi terbesar keempat negara di dunia setelah Brazil, 
Vietnam dan Kolombia. Aceh sebagai bagian Indonesia berkontribusi 10,27% pada 2017, terbesar 



 

 

ketiga setelah Sumatera Selatan dan Lampung (Badan Pusat Statistik, 2017). Kopi Gayo juga 
punya harga jual tertinggi didunia kopi, dalam pameran yang diadakan oleh Specialty Coffee 
Association of America (SCAA) organisasi di Portland Oregon Pusat Konvensi, Amerika Serikat. 
Kopi Gayo terkenal tidak bisa lepas dari cita rasanya yang khas, khas keasaman seimbang dengan 
tingkat ketebalannya yang cenderung ringan. Kopi telah dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, dan 
pemerintah dalam upaya membangun hubungan kerja sama luar negeri, memahami pentingnya 
kopi sebagai instrumen penting praktik paradiplomasi (Novialdi & Rassanjani, 2020). 

Kesimpulan  

Demikian praktik paradiplomasi Aceh yang mulanya dilatarbelakangi dengan gerakan 
revolusioner. Gerakan separatis ini muncul karena adanya kesenjangan politik antara perimerintah 
daerah dan pemerintah pusat, didukung perbedaan ideologi antara ideologi islam dan sekuler. 
Melalui praktik paradiplomasi, pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah 
provinsi lain di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintah Aceh. 

Implementasi kerjasama paradiplomatik Aceh dengan memanfaatkan beberapa instrumen yakni 
pemanfaatan ahli mitigasi bencana setelah terjadinya pertiwa tsunami Aceh dimana kerjasama 
yang telah terjalin dengan Higashi Matsushima dalam rekonstruksi pasca Tsunami. Selanjutkan, 
pemanfaatan resolusi konflik dalam intrumen soft power diplomasi. Terakhir pamanfaatan sumber 
daya alam, Kopi sebagai komoditas dalam membangun upaya kerjasama ekonomi dalam 
hubungan luar negeri.  
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